MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
OLEH APARATUR SIPIL NEGARA/ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA/KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA MELALUI e-FILING

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,
khususnya bagi Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional
Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (ASN/TNI/Polri), khususnya
terkait dengan kewajiban perpajakan, Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Surat Edaran
Nomor SE/02/M.PAN/3/2009 tanggal 31 Maret 2009, yang intinya agar
seluruh pejabat dan PNS mematuhi ketentuan peraturan perpajakan
dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajek, membayar pajak, serta
mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh.

Berdasarkan hal tersebut, kami sampaikan bahwa:

1. ASN/TNI/Polri wajib menaati dan mematuhi segala Ketentuan Peraturan
‘Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku, yaitu memiliki NPWP,
membayar pajak, mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan
benar, lengkap, jelas dan tepat waktu, ‘

2. ASN/TNI/Polri melaporkan SPT Tahunan PPh melalui e-Filing. Informasi
terkait tata cara pelaporan SPT Tahunan PPh melalui e-Filing, dapat
diperoleh melalui situs resmi DJP, menghubungi Kring Pajak 1500200,
dan/atau menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPF) terdekat.



3. Bendahara Pemerintah wajibh menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal

21 (Fomulir 1721-A2) paling lambat 1 (satu) bulan sctelah tahun
kalender berakhir. Sebagai contoh, untuk Tahun Pajak 2015, maka
bukti potong agar diterbitkan paling lambat tanggal 31 Januari 20 16.

. Setiap pimpinan unit kerja melakukan koordinasi dengan unit kerja DJP
tempat bendahara pemerintah terdaftar sebagai Wajib Pajak schingga
pelaksanaan sosialisasi pelaporan SPT Tahunan PPh melalui e-Filing
dapat berjalan dengan lancar.

. ASN/TNI/Polri, Bendahara Pemerintah, dan Pejabat yang tidak mentaati
peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dijatuhi hukuman
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

. Setiap Instansi Pemerintah dihimbau untuk berkoordinasi dengan unit
kerja Direktorat Jenderal Pajak untuk pendaftaran e-Filing dan
sosialisasi pengisian SPT Tahunan PPh melalui e-Filing;

. Setiap pimpinan unit Direktorat Jenderal Pajak agar memfasilitasi
permohonan e-FIN dari Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah
Daerah, sekaligus memberikan sosialisasi pemanfaatan e-Filing.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.

. Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3! Vsember 2015

Menteri
- .Pendayagunaan Aparatur Negara
*".“Dan Reformasi Birokrasi,

YﬁddyChrisnandi



Lampiran II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor : PER-41/PJ/PJ/2015

Tentang : Pengamanan Transaksi Elektronik
Layanan Pajak Online

.................... ), s smmmessmnsvessel2) 204:48)

Hal : Surat Permohonan Aktivasi EFIN secara
Berkelompok melalui Pemberi Kerja

Yih Kepala: ... gt @

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-...... /PJ./2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online, dengan
ini kami selaku Pemberi Kerja/Instansi Pemerintah dengan identitas sebagai berikut:

Nama A AN R AR AT NN SN ™
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mengajukan permohonan aktivasi EFIN secara berkelompok melalui Pemberi Kerja.
Sebagai bahan pertimbangan kami memberikan jaminan sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang mengajukan permohonan aktivasi EFIN ...... (12) orang sesuai daftar
sebagaimana terlampir. °

2. Nama pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam SPT 1721. (fotokopi
SPT terlampir)

3. Pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 bersedia hadir pada saat proses aktivasi
EFIN. ; .

4. Tempat dan sarana pendukung yang dibutuhkan untuk proses aktivasi EFIN

Demikian permohonan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yang membuat permohonan

(nama jelas): (cap perusahaan
Jabatan (13)



